
 
 

 

BAB IV 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Efektivitas hukum terhadap Penyidik diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai 

landasan yuridis formil dalam melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum 

yang dimaksud adalah KUHAP yaitu UU NO 8 Tahun 1981, Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 

Tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota polri. 

2. Polri yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan dan 

diproses sesuai dengan Undangundang yang berlaku. Sehingga anggota Polri 

tersebut dapat menjalani hukuman kode etik, disiplin dan sanksi dari KUHP 

pasal 351 tentang penganiayaan. Dalam Pasal 18 KUHAP bahwa untuk 

melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan pelaksanaan tugas 

penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. 

 
B. SARAN 

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis 

akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut. 

1. Sebaiknya dalam pengaturan hukum terhadap penyidik polri yang melakukan 

penganiayaan dan penyiksaan sebaiknya seorang penyidik tersebut harus lebih 

menghindari kekerasan dan pemaksaan ,karena hal seperti itu akan membuat 

masalah yang besar bagi penyidik itu sendiri. 



 
 

 

 

 

2. Sebaiknya dalam hal pemilihan calon anggota polisi pimpinan harus lebih tegas 

dan teliti dalam memilih calon-calon anggotanya, supaya kedepannya semua 

anggota yang terpilih itu memiliki karakter yang baik dan mempunyai integritas 

yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Sehingga 

mereka tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat merusak 

kualitas diri mereka sendiri. 

3. Sebaiknya untuk masalah pertanggungjawaban pidana dalam memberikan 

sanksi atau peringatan harus lebih tegas dan mengarah kepada polisi yang 

bersangkutan. Supaya kedepannya tidak ada lagi anggota polisi yang melakukan 

perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pidana bagi dirinya dan 

kerugian bagi orang lain 
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